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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Konsep Negara dalam Tradisi Islam” ini
bersifat kualitatif dengan pendekatan historis komparatif dan bertumpu pada
pemaduan teori Esposito tentang kemajemukan dalam Islam dan teori negara
Islam(i) dari Ahmed An-Na’im. Tujuannya untuk mencari jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) Mengapa terjadi kemajemukan konsep
negara dalam tradisi Islam. 2) Seperti apakah anasir dari karakteristik konsep
negara ideal dalam Islam kontemporer; 3) Ke manakah pergeseran titik relevansi
konsep negara dalam perpolitikan Islam kontemporer.

Berdasarkan analisis data, ditemukan: Pertama, bahwa kemajemukannya
dipicu oleh dua faktor determinan, yaitu faktor intrinsik yang meliputi nas (teks)
dan syahsiyyah (kepribadian) dan faktor ekstrinsik yaitu b7°ah (lingkungan),
ijtima’iyyah (social-budaya), isti’mariyyah (penjajah) yang melahirkan peniruan
akibat /aw of descent atau sebaliknya, igtisadiyyah (ekonomi) dan ‘alamiyyah
(globalisasi). Dialetika konsep negara pada fase elite reason ke public reason
semakin melahirkan banyak variasi dan berwajah ganda. Fase elite reason
sebelum Abduh sudah ada Ibn Abdul Wahhab (Wahabiyah) yang berwatak
radikal, dan Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah) yang melahirkan konsep
kekhilafahan mondial minus kekuasaan politis. Kemudian fase public reason
pengaruh tajdid dari Abduh turun ke sunni konservatif melalui Rasyid Ridha,
semakin jauh semakin radikal, eksklusif dan saling mengkafirkan. Dari Abduh
lahir pula Amin Qasim, semakin jauh semakin liberal inklusif. Dari Abduh juga
lahir pemikiran moderat melalui Abdul Qadir Audah, dan seterusnya. Kedua,
dapat dirumuskan konsep negara meo-genuine pada era kontemporer yang
memiliki karakteristik negara republik konstitusional yang berorientasi normatif
selaras dengan kebangkitan desekularisasi (post-sekularisme) dan sekaligus
demokratisasi  (post-Islamisme), nomokratif, memenuhi  hasrat  self
determination, inklusif, fleksibel, akomodatif, dan partisipatif yang
menferifikasi tesis senada sebelumnya meskipun dengan reasoning yang berbeda.
Ketiga, terjadi pergeseran titik relevansi konsep negara dalam perpolitikan Islam
kontemporer dari negara kerajaan berlabel kekhalifahan menuju demokrasi
religius seperti Indonesia.

Implikasinya, sebaik apapun konsep negara sekular dan atau daulah
Islamiyyah ‘ammah saat ini, era kontemporer, akan memasuki ruang utopia jauh
melebihi utopia demokrasi sempurna yang memuaskan semua orang.

Kata kunci: konsep negara; tradisi Islam, perpolitikan kontemporer.
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ABSTRACT

The study entitled Konsep Negara dalam Tradisi Islam vses qualitative
design by comparative historical approach. Theories used here are the
Pluralism in Islam from Esposito and /slamic States from Ahmed an-Naim .
The purpose of the research is to answer the following questions : 1) why there
are varieties related to state concepts in Islamic tradition, 2) what kind of
characteristics of state concepts in Islam, and 3) where the friction of state
concepts go in contemporary Islamic politics

Based on the data analysis, the research findings can be formulated as
follows. First, varieties were caused by two determinant factors: intrinsic and
extrinsic. Intrinsic factors cover nas (texts) and syahsiyyah (personality),
meanwhile extrinsic factors cover bi’ah (environment), 7jtima’iyyah (social-
culture), isti’mariyyah (colonialism) which caused the imitation of Law of
Descent or otherwise, igtisadiyyah (economy), and ‘alamiyyah (globalization).
Dialectics of state concepts at the phase of elite reason until public reason had
more varieties and doubled face.

At phase of elite reason, before Abduh, there were Ibn Abdul Wahhab
(Wahabiyah) who was radical and Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah) who had
concept of chaliphate without political power. Then, at phase of public reason,
the influence of Abduh’s thingking came to conservative sunni through Rasyid
Ridha, and the next followers became more and more radical and exclusive, and
even they considered other infidel. Abduh’s thinking also had a role in the birth
of Qasim Amin and the next followers tended to be more liberal and inclusive.
In addition, Abduh’s thingking caused the birth of moderat sunni such as Abdul
Qadir Audah etc.

Second, neo-genuine states at the contemporary era  has some
charateristics: constitutional republic, democration, nomocrative, self-
determination, inclusion, flexibility, accomodating and participation........
Third, there is a friction of the concepts of state in the contemporary Islmic
politics from chaliphate into religious democration such as in Indonesia.

The implication is that the best secular state and Daulah Islamiyyah
‘Ammah at contemporary era will come to utopia room beyond utopia of perfect
democration and can’t satisfy all people.

Key words : state concepts, Islamic tradition, contemporary politics
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab Latin;
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Nomor 0543 b/u/1987, Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Jakarta, 2003

Pedomantransliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor
0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tu Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf

Arab itu dan Transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B Be
o ta’ T Te
- i § es (dengan titik di
atasnya)
dl jfm J je
- ha (dengan titik di
C ha H (bawgahnya)




Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
e kha Kh ka dan kha
> Dal D De
R Jal S zet (d;;iir; Stik di
J ra’ R Er
J Zai Z Zet
o sin S Es
S syin Sy es dan ye
o | s o kG
0| i
~ | w | o ik

\ zet (dengan titik di
g B y (bawihnya)
. . koma terbalik (di
¢ A N N atas)
¢ Gain G Ge
< fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L el
¢ mim M Em
o Niin N en
b) Wawu W we
2 ha’ H Ha
apostrof, tetapi
| b
hamzah di awal kata
¢ ya Y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
Kasrah i I
Dammah u U
Contoh:
¥  -kataba LAk - yazhabu
dt o -suila S5 - Zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
sb Fathah dan Ya ai adani
PR Fathah dan Wau au adanu
Contoh:
0% - kaifa Jss - haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Ha;Ikat dfan Nama Huruf dan Tanda Nama
odany atau s F athah dan lam 5 a dan garis di
alif atau ya atas
odan ¢ Kasrah dan ya T i dan garis di
atas
, Dammah dan - u dan garis di
ad
an Wau U atas
Contoh:
Ji - qala S - qila
< - rama 3k - yaqilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
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1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya
adalah /h/.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:
Jub 37 45 - raudah al-atfal
- Raudah al-atfal
Sl sl - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah
islb - talhah
Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ey - rabbana J5 - nazzala
5 - al-birr i - al-hajju
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung/hubung.
Contoh:
e - ar-rajulu WA - as-sayyidatu
Y - asy-syamsu H] - al-qalamu
s - al-badl’u o -al-jalalu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
1. Harjnzah di awal
&l - umirtu &1 - akala
2. Hamzah di tengah
5426 - ta’khuziina 53¢t - ta’khullina
3. Hamzah di akhir
) - syai’un 13 - an-nau’u

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
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yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa

dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:
Rl SN - Wa innallaha lahuwa Kkhair ar-
raziqin
- Wa innallaha lahuwa khairur-
raziqin
Sizsdiy gt - Fa aufu al-kaila wa al-mizana
- Fa aufu-lkaila wa-lmizana
Gopks % oy - Bismillahi majréha wa mursaha
Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.
Bila namun diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh:

JpoViiaig - Wa ma Muhammadun illa rasil.

;:5@&» el ez Jg & - Inna awwala baitin wudi’a lin-
nasi lallazi bi  Bakkata
mubarakan

568 4 J5) el Dlaris - Syahru Ramadana al-lazi unzila
fthi al-Qur’anu.

BRG] -Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-
mubin.

Gl 25 tinds - Al-hamdu  lillahi  rabbil-
‘alamina

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
R A - Nasrum minallahi wa fathun
qarib.
RSP - Lillahi al-amru jamT an
- Lillahilamru jam?’an
e o 1Ky - Wallahu bikulli syai’in ‘alfmun.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa konsep negara dalam
tradisi Islam sangat variatif (majmuk) dan tidak pernah menghasilkan konsep
negara yang tunggal, baik ketika ditawarkan oleh pemikiran elit ( elite reason)
pada era klasik dan pertengahan, maupun pemikiran publik (public reason)
pada era modern dan kontemporer. Era kontemporer yang juga disebut era
globalisasi ini salah satu efek terbesarnya adalah bercampur aduknya segala
sesuatu termasuk pemikiran konsep negara tanpa pandang bulu dari agama
dan ideologi manapun.' Dalam keadaan tertentu konsep negara dalam tradisi
Islam menjadi pemicu kekerasan internal maupun eksternal yang seharusnya
tidak terjadi. Meskipun demikian kebanyakan ilmuwan menyatakan bahwa
wajah asli dari Islam adalah wajah damai dan condong kedamaian.’

Di antara konsep-konsep tersebut terdapat tiga mainstream yaitu 1)
konsep negara yang menggunakan nomenklatur Islam yang pada era

kontemporer  sering  diproklamirkan  sebagai  dauwlah  Islamiyyah

' M. Yudhie R. Haryono, Bahasa Politik Alquran,: Mencurigai Makna Tersembunyi di
Balik Teks, (Bekasi: Gugus Press, 2002), him. 242.

*David Cortright, Religion, Salaam and Jihad in Peace; A History ofMovement and Ideas
(Cambridge: Cambridge University, 2008), hlm. 190; Mr. President, Ladies and gentlemen, I
would like to begin my talk with an entreaty that Prophet Muhammad (peace be upon him) so
earnestly used to make in his prayers several times every day: “O God, You are the original
source of Peace, from You is all Peace, and to You returns all Peace. So, make us live with Peace;
and let us enter paradise: the House of Peace. Blessed be You, our Lord, to whom belongs all
Majesty and Honour!”



‘ammah/kekhilafahan mondial’ atau setidaknya radikal. Dalam hal ini ada
enam entitas yaitu Syi’ah, Wahabi-Salafi, Ikhwanul Musimin, Hizbut Tahrir,
Ahmadiyah® dan Al-Qaeda-ISIS (Islamic State of Iraq and Siria) yang banyak
menimbulkan konflik,” 2) konsep negara sekular yang digagas tokoh-tokoh
muslim seperti Ali Abdu Raziq, Asgar Ali Engineer bersama kolega sehaluan
yang sudah banyak dibahas dan ditentang oleh banyak kalangan, dan 3)
konsep negara Islam(i) yang digagas Abdullah Naim Ahmed, Syahrur dan
kolega sehaluan yang belum lama diperkenalkan dalam dunia Islam.
Mengingat hal tersebut maka penelitian ini lebih banyak membahas
isu yang relatif baru diperkenalkan yaitu konsep negara Islam(i), sementara
konsep negara Islam dan sekular akan diposisikan sebagai pembanding
dengan mengambil konsep global yang telah jadi. Hal itu juga berguna untuk
memudahkan analisis di samping tidak mengurangi sifat keilmiahannya.
Konsep yang dimaksud di sini meliputi konsep yang masih dalam
tataran platform dan ideologi infra struktur dalam sekte-sekte ataupun
golongan yang menurut Abid Al-Jabiri bisa dikategorikan sebagai partai,® dan
ideologi supra struktur yang tertuang dalam konstitusi baik formal maupun

informal sebuah negara dari masa klasik sampai kontemporer, sebab konsep

? Sebuah istilah yang diintroduksi oleh Al-Mawardi dan akhir-akhir ini oleh kalangan
Islam garis keras, dan dipandang sebagai kontradiksio in termini oleh sebagian ilmuwan.

* Spesial Ahmadiyah, sebuah sekte yang oleh kebanyakan umat Islam dinyatakan keluar
dari Islam memperjuangkan khilafah non politik sebagaimana dalam kepausan Katolik yang
negaranya terbatas hanya di Roma.

> Untuk yang terakhir ini di Indonesia, Fajar Riza Ul Haq memberi sebutan “Minoritas
yang Mengancam”, (Kompas, 13 Februari 2016, him. 6).

% Yusdani, “Nalar Politik Kenegaraan dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Abid Al-Jabiri.” Jumal Analisis XI,
Nomer 1, Juni 2011, him. 149-151.



negara yang diimplementasikan sebagai konstitusi negara akan mewarnai
kinerja (performance) dari negara yang bersangkutan.

Di sisi lain dalam tradisi Islam era klasik telah didiklair mengenai
keharusan penyelenggaraan siyasah syar’iyyah oleh “jumhur” ulama’. Akan
tetapi karena komprehensifitas al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasannya
bersifat globalisis, maka permasalahan kenegaraan yang sangat penting
seperti taksonomi kekuasaan dan mekanisme serta prosedur estafet
kepemimpinan pemerintahan menjadi suatu yang mengambang dan tidak
jelas.® Hal ini pula yang menjadi keheranan Khalil Abdul Karim yang
menanyakan mengapa Islam yang ajarannya begitu mencakup hatta soal-soal
domestik seperti cara makan dan minum, tidur dsb. cukup menggunakan
mekanisme estafet pemerintahan yang terjadi sejak zaman pra Islam yaitu
syura.’

Sudah menjadi pengetahuan bersama pula bahwa estafet semacam ini
pernah menjadi biang kerok perpecahan umat sampai berdarah-darah
sepanjang tradisi kepolitikan Islam. Selain itu juga menjadi pertanyaan
mengapa tidak ada penjabaran detail tentang mizan kehidupan sebagai
karakter dasar Islam yang amat vital itu termasuk dalam penyelenggaraan
negara? Oleh karena itu fenomena pergumulan yang tiada henti tersebut

tidak bisa diabaikan sebagai persoalan yang telah selesai. Karena terbukti

7 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, /am al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'alamin (Beirut: Dar al-
Jail, tt: Jilid 111, hlm. 15; La siyasata illa ma wataqa as-syar'a.

¥ Sekelompok umat Islam yang menamakan diri Hizb al-Tahrir memandang estafet
kepemimpinan dalam Islam tidak samar-samar akan tetapi jelas, yaitu farigah ba’iat.

? Khalil Abdul Karim, A/-Juzur at-Tarikhiyyah Ii as-Syari’ah al-Islamiyyah, terj Kamran
Asad, (Yogyakarta:LKiS,2003), hlm. 113-114.



bahwa pada tiap generasi selalu saja mengulangi pergumulan dan perdebatan
yang sama mengenai konsep negara dan posturnya sepanjang tradisi Islam."
Kecuali jika pendapat Nazih Ayubi yang secara rasional telah
membuktikan bahwa Islam politik adalah barang baru atau (asing) bisa
diterima secara masif. Menurut Ayubi, Islam politik bukan menggambarkan
situasi di masa lalu atau teori yang dirumuskan di zaman dahulu. Karena
minimnya referenasi politik dalam Al-Qur’an dan Sunnah, maka ulama harus
mengimprovisasi dalam mengembangkan sistem politik yang diinspirasi oleh
1) Al-Qur’an dan Hadits, 2) tradisi bangsa Arab dan 3) warisan yang
ditinggalkan negara yang dikuasai utamanya Byzantium dan Persia.''Konsep
bahwa Islam merupakan agama dan politik dalam pandangan beliau
merupakan perluasan dari pandangan bahwa Islam dikembangkan lewat
perluasan militer.'” Karena barang baru, “7he New Invention’, maka bisa
berfungsi dalam dua ranah. Pertama, ia bersifat negatif tak ubahnya dengan
kanker yang ada dalam tubuh manusia. Ia adalah alien yang harus segera
dikeluarkan dari tubuh agar prospek hidupnya semakin cerah dan
menjanjikan. Kedua, ranah positif ketika ia berupa organ transplantasi yang
dibutuhkan oleh kesempurnaan hidupnya atau setidaknya membantu

kemaujudannya sebagai manusia.

' Lihat, Abdul Chalik, “Khalifah, Amir dan Sultan dalam Tradisi Politik Islam”
dalam Jurnal A/-Afkar. Jurnal Dialogis [lmu-Ilmu Ushuluddin (Edisi V, Tahun ke 5, Januari-
Juni 2002), hlm.152.

""" Ayubi, Nazih, Political Islam: Religion and Politic in the Arab World, (London:
Routledge, 1991), him. 5.

12" Ibid, him. 2-3.



Di antara pemikir Islam ada sebagian yang menafikan konsep negara
dalam Islam, karena yang ada secara genuine adalah pemerintahan tanpa
negara. Di antara mereka ada Abdil Wahhab El-Effendi, Khalid Abou El-Fadl
dan lain sebagainya.

Menurut hemat penulis, meskipun Al-Qur’an dan Hadits bicara
sangat sedikit tentang negara sehingga melahirkan fleksibelitas yang tinggi
dan terjadinya variasi konsep negara yang majmuk, akan tetapi sejatinya
sebagian besar umat dan para ulamanya berangkat dari motif dan tujuan awal
yang sama, yaitu ingin melaksanakan syariah Islam (Al-Qur’an dan Sunnah)
secara kaffah dan diyakini sebagai salihun [i kulli zamanin wa makanin
tersebut dalam ranah politik kenegaraan yang sering dikenal dengan Baldatun
Tayyibatun wa Rabbun Gafur yang pernah diteladankan oleh Nabi sebagai
sunnah fi'liyyah.

Pada era itu, kota (polis, Yn.) yang semula bernama Yasrib oleh beliau
diganti dengan nama A/-Madinah al-Munawwarah (kota yang bercahaya),'”
yang menunjukkan visi Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya yaitu
menciptakan masyarakat berbudaya tinggi (ramaddun), yang meskipun
bernuansa Islam tetapi di dalamnya rakyat bebas menjalankan agamanya

masing-masing.'* Waktu itu pemerintahan yang dalam bahasa Arab setara

13 Kalau melihat perangkat dan persyaratan infra strukturnya, seharusnya yang diberi nama
Madinah (kota) adalah Makkah, bukan Yasrib (Madinah).

" 'W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina, (London: Oxford University Press,
1953), hlm. 66; Kebebasan beragama itu tampak pula dalam pertemuan tiga agama di Madinah,
yaitu agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Pertemuan tiga agama tersebut tidak membawa ke
kesatuan agama dengan ditunjukkan pada peristiwa jatuhnya kota Mekah yang dikenal dengan
fath atau par exellence.



dengan kata al-hukm, dari ha-ka-ma, hukumah, telah menjadi suatu lembaga
yang memiliki tujuan untuk mengatur semua yang berkaitan dengan
kenegaraan agar melahirkan kesejahteraan rakyatnya dan terhindar dari

anarkisme. Secara historis, hijrah merupakan “pergerakan”’ vang

bermetamorfosis dan memenuhi syarat sebagai negara dengan cakupan

manusia, tanah dan sistem. Sebuah negara super power yang superioitasnya

bukan persenjataan nuklirnya, tetapi negara vang warganegaranya siap

mengabdi kepada Allah dalam segala kehidupannya, negara yvang menilai

pemasung kucing sebagai dosa dan pemberi minum seekor anjing sebagai

pahala. Negara yang menilai pekerja sosial sebagai jihad fi sabilillah dan

pekerja politik sebagai ibadah.

Dari motif dan tujuan tersebut maka dapat dipaparkan: Pertama,
ditemukan para ulama dan pemikir yang memandang syariah (tafsir dari al-
Qur'an dan Sunnah) yang diyakini bersifat kaffah dansalihun likulli zamanin
wa makanin tersebut harus diterapkan dalam bentuk yang rigid, sama dan
sebangun dengan prototipe negara zaman Nabi yang berlanjut hingga ke
zaman khulafa' dan era kerajaan-kerajaan sampai bubarnya kerajaan
Usmaniyah.

Pemikiran semacam itu masih tetap menjadi pandangan sebagian
orang awam dan sebagian ilmuwan di dunia Islam, dan bahkan ada yang
menuju ke arah ekstrim dengan mengafirkan konsep negara sesama muslim
lainnya yang tidak sefaham dengan mereka. Konsep ini mereka sebut sebagai

negara Islam. Sementara itu konsep yang membawa ideologi takfir dan jihad



secara tidak berimbang dengan ajaran rafmatan Ii al-‘alamin, oleh Mustafa
Yaqub dianggap sebagai kekeliruan. Sebab Islam mengajarkan damai dan
sekaligus perang sebagai hal yang bersifat universal. Ayat perang tidak
semestinya diterapkan saat damai dan begitupun sebaliknya.'’

Kedua, ditemukan para ulama dan pemikir yang mengartikan syariah
(baca:al-Qur'an dan Sunnah) yang kaffah dan salihun likulli zamanin wa
makanin sebagai kemampuan syariah secara intrinsik dalam beradaptasi
dengan situasi dan kondisi ekstrinsik tanpa kehilangan substansi
keislamannya.

Di negara genuine Madinah, Nabi saw. menjalankan negara dengan
landasan Piagam Madinah. Konstitusi ini sangat modern dan merupakan
ijtihad brilliant Rasul sebelum wahyu al-Qur’an turun secara sempurna, yaitu
baru pada ayat-ayat Makiyah.'® Dan ini pula sisi lain dari sunnah fi’liyyah
yang masih sering diperdebatkan statusnya oleh para ulama dan ilmuwannya.
Sebagian umatnya memandang bahwa negara Madinah secara otomatis
berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, karena dalam piagam ada klausul yang
menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan di antara warga negara Madinah,
hendaklah dikembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasulullah
(Sunnah/Hadits). Sementara ada yang berpendapat sebaliknya.

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, konsep negara dalam

tradisi Islam disandarkan atas praktek kenegaraan era khulafa’ rasyidin.

'S Mustafa Yaqub, Islam Between War and Peace, (Jakarta: Maktabah Dar as-Sunnah,
2009), hlm. 30.

' J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 9.



Sebuah era yang lestari diidealkan, “yang berakibat menghasilkan spekulasi-
spekulasi indah (ideal speculatives) yang tidak realistis seakan-akan sebagai
“civitas dei” yang hanya dihuni para malaikat.”"’

Sejatinya konsep negara yang melahirkan terma Dar al-Islam dan Dar
al-Harbi dalam tradisi Islam baru lahir abad ke tiga hijriyah. Sebuah
perjalanan panjang yang tidak banyak berubah meskipun perpolitikan dunia
sangat dinamis. Bahkan ditemukan fakta kerasnya kepolitikan umat saat itu,
memicu sikap politik radikal-ekstrim di samping saling membunuh juga
menciptakan perilaku buruk seperti pemalsuan hadits politik untuk
mengangkat nama atau menjatuhkan lawan politik mereka,'® yang berarti
menambah daftar panjang dalam menodai kesucian agama.

Pada periode selanjutnya ternyata capaian kemajuan peradaban yang
hampir seribu tahun itu, belum menghasilkan konsep negara yang inovatif,
demokratis, elegan dan terwujudnya good governance dan secara historis
terbukti bahwa konsep negara Islam oleh “Islam politik” sampai hari ini
masih banyak yang belum beranjak dari para pendahulunya. Sebagai contoh

Abdullah Ad Dumaiji, dalam A/-Imamah Al ‘Uzma ‘inda Ahlis Sunnah wal

Jama’ah,"” Ahmad Muhammad Jamal dan Ahmad Muhammad Safar tetap

17 Abdurrahman Wahid, Zs/am Kosmopolitan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm.
197

18 Makrum, http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/192
diakses 1/8/2014.

¥ Abdullah Ad Dumaiji, A/-fmamah Al ‘Uzma ‘inda Ahli as-Sunnah wal Jama’ah,
Disertasi Umm al-Qura Makkah 1983), hlm. 553 - 554. (Riyadh, Dar Thayyibah, tt , scanned),
hlm. 553 - 554.



http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/192

mendefinisikan Dar al-Islam sebagai negara yang diberlakukan hukum Islam
dan penduduknya aman atas jaminan kaum muslimin.*

Penulis menduga kuat bahwa statis dan stagnasinya konsep negara
dalam tradisi Islam paling tidak disebabkan tiga hal: pertama karena
minimnya ayat dan sunnah yang bicara soal negara sebagaimana kata Ayubi.
Kedua, karena kuatnya pengaruh ekstrinsik dari negara-negara kerajaan
waktu itu yang meskipun mereka terkalahkan secara militer tetapi tatanan
dan tatanegaranya cukup mengesankan. Sedangkan yang ketiga karena
kekhawatiran terjadinya keos kalau tidak mengakomodasi perpolitikan yang
sudah kadung berjalan seperti sistem kerajaan.

Konsep tersebut bagi sebagian ilmuwan muslim kontemporer tentu
merasa selalu terbuka untuk adanya inovasi, bahkan dekonstruksi. Upaya
Ayubi yang menelusuri preskripsi konsep negara dalam tradisi Islam sungguh
sangat patut dihargai. Dekonstruksi semacam ini penting agar dapat menjadi
wacana komparasi menuju negara kesejahteraan dan terhindarnya
perpolitikan yang gaduh atau berdarah-darah seperti yang telah terjadi
sepanjang tradisi Islam sejak terbunuhnya Umar bin Khathab, Utsman bin

Affan, Ali Bin Abi Thalib, masa kerajaan Umawiyah dan Abasiyah,”' sampai

terbunuhnya Presiden Khadafi dari Libia pada era kontemporer.

** Ahmad Muhammad Jamal, ‘A/a Maidah al-Qur’an, Dinun Wa Dawlatun, (Tk: Dar Al-
Syuruqg, 1400 H), hlm. 15 dan Ahmad Muhamad Safar, hAttp./www.Al-islam.comad-daru al-lati
tajri 'alaiha ahkamu al-Islami wa ya'manu man fiha bi amani al-muslimi.

! Abdul Rasyid Moten, Political Science, An IslamicPerspektif; terj. Munir A. Mu’in dan
Wiyawati, (Bandung: Pustaka) 2001, hlm. 142-147; Pada masa dua dinasti besar, dari 51 khalifah
periode Umayyah dan Abbasiyah, 42 khalifah mati terbunuh, 5 khalifah dipaksa untuk
mengundurkan diri secara sukarela, dan 3 khalifah mengalami kebutaan dan dengan demikian



http://www.al-islam.com/
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Apalagi sejak lahirnya negara nasional dari perjanjian Westphalia®
yang dipandang tidak Islami oleh sebagian kenseptor negara dalam tradisi
Islam melahirkan klaim-klaim kebenaran yang intoleran. Padahal dalam
kajian agama khususnya relasi agama dengan negara sejatinya sangat berbeda
dengan kajian ilmu sosial dan apalagi ilmu alam. Karena yang pertama lebih
mengedepankan keyakinan eskatologis daripada bukti empiris bagi kajian
kedua dan ketiga.

Di sisi lain juga ditengarai adanya diaspora dengan banyaknya
komunitas muslim di negeri non Islam (barat), yang melahirkan masalah-
masalah baru dalam figh al-agaliyyat.>® Demikian pula lahirnya civil society,
cepatnya evolusi hukum internasional yang menggulir ke dunia Islam yang
menuntut pemikiran politik berkelanjutan bagi umatnya.

Meskipun sudah pernah dikaji, semua itu menarik perhatian penulis
untuk menelusuri varian-varian konsep negara dalam tradisi Islam dengan
mencari dalil-dalil sandaran masing-masing dan faktor yang memengaruhinya
dengan reasoning yang berbeda. Selanjutnya penelusuran ini akan dijelaskan

melalui aras sosiologi, ekonomi, etika dan psikologi sosial yang menjadi

didiskualifikasi dan 1 khalifah dilengserkan. Khalifah Rasyid Billah (1135-1136 M) adalah satu-
satunya khalifah yang dimakzulkan setelah bermusyawarah dengan ah/ al-Syura.”

2 AR. Zainuddin, Pemikiran Politik Islam; Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi

(Jakarta: Pensil 324, 2004) hlm. 149; perjanjian Wesphalia tanggal 24 Oktober 1648 setelah
terjadi perang 30 tahun (1618-1648) di Eropa yang dipicu oleh keberagamaan khususnya
Protestan vs Katholik.

* Ahmad Imam Mawardi, Figih Minoritas, (Yogyakarta: LKiS, 2013), him. 9),
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bidang penelitian studi konsep negara dan merupakan cabang dari ilmu
politik (political science) atau ilmu negara (the science of the state).*
Kemudian penulis akan mencoba merumuskan karakteristik dengan
anasir konsep negara dalam tradisi Islam serta penelusuran terhadap konsep
yang paling kuat relevansinya dengan perpolitikan kontemporer khususnya
antara konsep negara Islam dan konsep negara Islam(i) dalam perspektif An-
Na’im. Sebagai contoh, penulis akan angkat kasus Negara Republik

Indonesia.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Fakta ada keresahan dalam kehidupan bernegara saat ini secara
mondial dan khususnya bagi sebagian umat Islam Indonesia karena adanya
arus yang berlawanan antara konsep negara dan gerakan yang bernuansa
desekularisasi (post sekularisme) di satu pihak dan demokratisasi (post
Islamisme) di lain pihak. Situasi ini cukup menggganjal terutama bagi
generasi muda yang mendapatkan informasi dari berbagai media seperti
internet, majalah, koran dan lain. Hal ini akan menimbulkan tataran yang
tidak produktif, sehingga diperlukan jawaban permasalahan yang memadai.

Dari sekian banyak masalah tersebut maka disertasi ini akan meneliti
hal yang dipandang paling krusial dan dapat dikaver dalam penelitian ini

yaitu:

* C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study
of Their History and Existng Form, terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2010),
hlm. 3.
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1. Mengapa terjadi kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam?

2. Seperti apakah anasir dari karakteristik konsep negara ideal dalam Islam
kontemporer?

3. Ke manakah pergeseran titik relevansi konsep negara dalam perpolitikan

Islam kontemporer?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka tujuan  dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelisik mengapa terjadi kemajemukan konsep negara dalam tradisi
Islam.

2. Mencari tahu anasir yang menjadi karakteristik konsep negara ideal dalam
Islam kontemporer.

3. Menelusuri ke manakah pergeseran titik relevansi konsep negara dalam

perpolitikan Islam kontemporer.

D. Tinjauan Pustaka
Dalam sub bab ini penulis sajikan kajian penelitian yang sejenis atau
memiliki kesejajaran masalah, pendekatan dan kasus yang terdahulu, yang
ada relevansinya dengan penelitian ini. Di antaranya:
Pertama, untuk teoritisasi tentang kemajemukan konsep negara dalam
disertasi ini penulis ambil kajian pustaka berupa buku-buku: 1) Buku karya

Jamal Al-Banna berjudul A/-Islam Din wa Ummah Laisa Din wa Daulah yang
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menggunakan pendekatan sejarah dan metode hikmah.” Buku ini mengupas
relasi Islam dengan kekuasaan yang juga menjadi bagian dari kajian disertasi
penulis. Hasil penelitian ini menyatakan: a. Selalu terjadi pengrusakan
kekuasaan atas syariah, maka umat harus bisa mengawalnya agar pengalaman
kekuasaan yang mengubah kekhalifahan menjadi pemerintahan dispotis
ataupun kekuasaan yang mengubah sosialisme menjadi pemerintahan totaliter
tidak terulang. b. Pemerintahan zaman Nabi sebagai negara belum sempurna
dari perspketif modern karena belum memiliki tentara, polisi, pajak dll. c.
Teoritisasi negara Islam oleh Al-Maududi, Sayid Quthub dan Khumaini
sangat subyektif karena telah menjadikan negara melakukan pembuatan teori
(at-tanzir) yang menghilangkan obyektifitas dalam ranah praksis. d. Usaha-
usaha pendirian negara Islam era kini tidak ada yang memiliki unsur-unsur
esensial dari negara Islam, yang ada justru kebobrokan, penindasan,
pengebirian pendapat, penjara, krisis ekonomi, inflasi, kemiskinan yang masif
dll. e. Eksperimen negara Su’udiyah, Aljazair, Sudan, Turki dan Iran
memiliki karakter yang tidak berbeda.

Di sini perbedaan dengan disertasi penulis yang akan menelusuri
peran-peran negara meskipun intrumen yang dinyatakan oleh Jamal Al-Banna
belum dibentuk. Kemudian walaupun Jamal Al-Banna menyinggung juga
konsep negara Su’udiyah, Hizb at-Tahrir dsb, akan tetapi memiliki tujuan
yang berbeda dengan disertasi ini. Karena disertasi ini berusaha menggali

penyebab variasi konsep negara untuk menjadi bahan pemikiran dan renungan

% Jamal Al-Banna, A/-Islam Din wa Ummah Laisa Din wa Daulah, (Kairo: Dar al-Fikr al-
Islami, 2003),
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serta bagaimana relevensi konsep tersebut dengan perpolitikan kontemporer.
Jadi disertasi ini lebih merupakan komplementasi terhadap karya Jamal Al-
Banna di samping perbedaan-perbedaan item tertentu. 2) The Islamic Roots
of Democratic Pluralism karya Abdulaziz Sachedina yang menggunakan
pendekatan kritik wacana. Karya ini memiliki kesamaan dengan disertasi
penulis tentang obyek pendefisinian negara yang Qur’anik meskipun tidak
berlanjut pada konsekuensi nomenklatur negara iman dan negara kufur atau
non iman dari Sachedina. Karya ini menggambarkan: a. Negara Islam sebagai
sesuatu yang tidak Qur'anik.”® b. Qur'an lebih merekomendasikan kehidupan
yang pluralistik daripada kehidupan yang monistik sebagaimana yang berlaku
pada konsep negara Islam paradigma lama, yang menjadikan negara perang
sebagai daerah obyek agresi oleh negara Islam atas tujuan hegemonik muslim
ke seluruh dunia.”’

Meskipun tesis Sachedina secara relatif memiliki kemiripan dengan
disertasi ini dalam hal menyoroti konsep negara Islam yang problematik pada
era modern, akan tetapi bersimpang jalan karena posisi disertasi ini kemudian
lebih menelisik sebab-sebab kemajemukan yang diusung oleh partai
berbungkus teologi yang tidak dipaparkan oleh Sachedina.

Kedua hal ihwal yang menyangkut teoritisasi konsep negara Islam(i)

dalam disertasi ini  penulis ambil buku-buku: 1) Dirasat Islamiyyah

* Lihat: Abdulaziz Sachedina dalam The Islamic Roots of Democratic Pluralism
(NewYork: Oxford University Press, 2001).

*" Sachedina, "/slam and Muslim" Diaspora, Bulletin of the Insitute of Middle Eastern
Studies (New York: Oxford University Press, 1993), him. 109-146.
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Mu’asirah 17 ad-Daulah wa al-Mujtama , karya Muhammad Syahrur ** dengan
metoda kritik wacana yang bisa disejajarkan dengan negara Islam(i) dari An-
Na’im. Buku ini menggambarkan: a. bahwa negara tidak harus Islam atau
sekular, akan tetapi yang penting adalah berdemokrasi. b. bahwa negara
adalah urusan manusia, bukan urusan Tuhan. Artinya model dan bentuk
negara tidak ditentukan oleh Tuhan akan tetapi diserahkan kepada manusia.
c. berbeda dengan Hizb at-Tahrir yang mengkafirkan demokrasi, Syahrur
bahkan menganggap orang yang menolak demokrasi sebagai penyimpangan
dari keimanan Islam. d. pilar negara dalam Islam adalah syura dan/demokrasi,
meskipun sering tertutup oleh kekuasaan despotis. Terhadap karya Syahrur di
atas, posisi disetrasi ini akan mencari bukti dan menglanjukan dalam
pencarian relevansinya dengan perpolitikan kontemporer melalui berbagai
konsep, hasil survey yang dipublikasikan dan konsep yang telah menjadi
bentuk negara yang telah ada pada era kontemporer. 3) Buku Peran Islam
dalam Pembentukan Negara . Studi Tentang Proses Pembentukan Negara di
Madinah Masa Muhammad saw, dan Khulafa’ Rasyidin karya Abdul Aziz.”
Penelitian ini bersifat disktiptif kualitatitif yang hasilnya bahwa bahwa baik
Al-Qur’an maupoun sunnah sebagai kontributor bagi terbentuknya negara
dalam Islam, dan ada kemiripan sebagian dalam mengekplor bagaimana

sejarah lahirnya negara dalam perspektif Islam khususnya era Nabi dan

*  Muhammad Syahrur, Dirasat Islamiyyah Mu’ashirah fi ad-Daulah wa al-

Mujtama’ (Damsyiq: al-Ahali li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1994).

¥ Abdul Aziz, Peran Islam dalam Pembentukan Negara : Studi Tentang Proses
Pembentukan Negara di Madinah Masa Muhammad saw, dan Khulafa’ Rasyidin, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
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Khulafa’ Rasyidin sebagai appersepsi penelusuran konsep negara baik pada
fase elite reason maupun public reason. Perbedaannya dengan disertasi ini
sangat jelas, karena fokus Abdul Aziz dibatasi dalam kontribusi Islam
terhadap pembentukan negara. Sedangkan disertasi ini mengurai perbedaan
konsep negara yang sangat majmuk dan relevansinya dengan perpolitikan
kontemporer. 4) Disertasi Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan
Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998). Karya ini
menggambarkan: a. Negara Indonesia bukan negara Islam sekaligus bukan
negara sekular. Ini merupakan tesis yang memiliki kemiripan dengan
hipotesis disertasi penulis yang menggunakan nomenklatur negara nasional
religius ketika akan memasukkan negara Indonesia sebagai contoh negara
Islam(i) dari teori An-Na’im.*® Posisi disertasi ini juga akan
menglanjutkannya untuk memperkuat dengan bukti-bukti dan reasoning baru
melalui berbagai referensi argumen karya ilmiah, hasil survey dan
pemberitaan media. Penelitian ini kendati melibatkan sosiologis, akan tetapi
tetap menjadikan Islam sebagai inspirator, legitimator, kontributor dan
korektor terhadap konsep negara sepanjang tradisi Islam secara proporsional
yang berbeda dengan penelitian yang memandang bahwa Islam hanya sebagai
legitimator konsep negara seperti Khalil Abdulkarim. Menurut Abdul Aziz,
memosisikan Islam hanya sebagai legitimator akan mendistorsi terhadap
makna penting bagi mereka yang secara tulus menerima Islam sebagai way of

life, serta bagi perubahan kehidupan masyarakat Arab (dan Islam, pen.)

%% Bahtiar Effendi, Is/am dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998).
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secara luas saat itu.’' Maka, secara substantial disertasi ini juga mencari hal-
hal baru yang dapat menjelaskan relevansi dan seberapa jauh hubungan Islam

dengan negara era kontemporer pada masyarakat muslim.

E. Signifikansi dan Kontribusi

Secara aksiomatis dialektika konsep negara manapun akan mengalami
dinamika tesis, antitesis dan sintesis, apalagi yang berpayung Al-Qur’an dan
sunnah serta negara genuine Madinah. Hal ini merupakan hal yang
multikomplek dan menjadi kesulitan bagi sementara pihak yang tidak
memahami alur dialektika tersebut yang kemudian melahirkan konsep negara
yang dalam disertasi ini disederhanakan dalam konsep negara sekular, negara
Islam dan negara Islam(i). Dengan demikian signifikansi dari penelitian ini
adalah:

Pertama, kalau penelitian ini dapat memberi penjelasan tentang sebab
terjadinya kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam diharapkan untuk
membangun kesadaran dan konsolidasi politik dalam perbedaan. Kedua, jika
ditemukan anasir dari karakteristik konsep negara dalam Islam diharapkan
dapat semakin mencerdaskan pembaca dalam menyikapi variasinya sehingga
berpeluang jatuhnya pilihan pada model tertentu tetapi sekaligus bisa
memperkuat ideologi yang lebih rasional dan realistis. Ketiga, andaikata

ditemukan konsep negara dalam Islam yang lebih relevan dengan perpoltikian

3! Lihat, Abdul Aziz, Peran Islam dalam Pembentukan Negara: Studi Tentang Proses
Pembentukan Negara di Madinah Masa Muhammad saw, dan Khulafa’ Rasyidin, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
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kontemporer, diharapkan dapat menumbuhkan sikap bela negara yang

proporsional.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini, penulis akan memadukan dua teori yang mentritmen
konsep negara dalam tradisi Islam, yaitu teori kemajemukan konsep negara
melalui kemajemukan Islam dari John L. Esposito dan teori dari Abdullah
Ahmed An-Naim yang ide dasarnya dapat ditelusuri dan penulis paparkan
sebagai berikut:

John L. Esposito menyatakan bahwa Islam dapat dijadikan instrumen
untuk mendukung demokrasi atau sebaliknya kediktatoran, republikanisme
ataupun monarchi.”> Legitimasi kekuasaan dalam wajah apapun pada
faktanya senantiasa dapat dicari argumentasinya baik yang mendukung
demokratisme maupun otoritarianisme. Perjalanan ini bisa dilihat ketika era
kekhalifahan, maka para sahabat meligitimasi kekuasaan Khulafa’ Rasyidin
dengan berbagai ayat dan sunnah tentang kekhalifahan. Begitu Mu’awiyah
memenangkan monarchisme, mereka meligitimasi dengan teori gada’ dan
qadar. Begitupun ketika Al-Gazali dan Ibnu Taimiyah meligitimasi
kekuasaan Abbasiyah sampai lahir konsep raja sebagai “Bayangan Allah”.
Teori ini akan penulis jadikan titik tolak mengapa dan bagaimana konsep

negara dalam tradisi Islam mengalami kemajemukan yang massif dan

% Lihat, John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality (New York: Oxford
University, 1992).
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multikomplek dengan berbagai faktor yang memengaruhinya baik pada fase
elite reason maupun fase public reason.

Selanjutnya konsolidasi politik pada dunia Islam kontemporer dalam
teori Esposito menghasilkan tiga pola yaitu: sekular, muslim yang biasa
dikenal dengan Islam politik dan Islam(i).”> Esposito mengelaborasi
kekuatan, vitalitas, dan kemajemukan dan peran Islam dalam ranah historis
dan bagaimana pergumulan Islam dengan isu-isu perubahan dan reformasi
untuk kontiunitas relevansinya dengan kehidupan kontemporer.** Teori ini
akan penulis gunakan untuk melacak bagaimana dialektika konsep negara
dalam tradisi Islam mengalami perubahan dan inovasi yang berarti menuju
relevansinya dengan kehidupan perpolitikan kontemporer.

Sementara teori Abdullah Ahmed An-Na’im tentang Negara Islam(i)
akan penulis sadurkan dalam bentuk pointers yang paling relevan dengan
pembahasan disertasi ini sebagai berikut:

1. Sekularisme yang menganut keterpisahan lembaga negara dengan Islam
sembari tetap menjaga relasinya dengan politik, merupakan konsistensi
kesejarahan Islam katimbang ide kenegaraan pos-kolonial yang

; . . . 35
mengimplementasikan syariah secara paksa melalui kekuasaan.

» Senada dengan Esposito, Edward W. Said menyatakan bahwa doktrin Islam
menjustifikasi kapitalisme sekaligus sosialisme, militansi sekaligus fatalisme, ekumenisme
sekaligus eksklusivisme.” Edward W, Said, Covering Islam: How the Media and the Expert
Determine How We See the Rest of the World, terj. A. Asmuni dan Supriyanto Abdullah,
(Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2002), hlm. xiii.

** Lihat: John L. Esposito, Islam: the Straight Path, (Oxford: Oxford University Press,
1998).

> AbdullahAhmed An-
Naim,https://scholarblogs.emory.eduw/aannaim/files/2015/01/Bahasa Ch2.doc diakses 23/2/2016.



https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/files/2015/01/Bahasa_Ch2.doc%20diakses
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2. Separasi dan sekularisasi bukannya tidak Islam(i) dan bukan pula paksaan
ala barat untuk memarginalkan Islam ke ruang privat, akan tetapi sebagai
bentuk pengamanan dan pencegahan vital agar peran politik Islam tidak
disalahgunakan.*®

3. Terdapat prospek menjanjikan bagi syariat Islam relasinya dengan politik
(bukan langsung dengan negara) melalui institusi demokrasi, “public
reasor’”’ yang diolah di ruang publik.

4. Konsekewensi logisnya negara harus netral dari keterikatannya dengan
suatu agama tanpa mengurangi perannya baik di ruang privat maupun
publik, karena ia semata-mata hanya untuk menjamin kebebasan warga.

5. Netralitas negara tersebut harus tercermin dalam wujud hak menentukan
nasib sendiri (self determination) dalam bingkai kerja pemerintah yang
konstitusional, demokratis, dan sesuai dengan hukum internasional,38

6. Pengambilan keputusan oleh mayoritas secara demokratis sesuai dengan
hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan hukum internasional dalam
bingkai konstitusionalisme.

7. Syariah sebagai produk penafsiran Al-Qur’an dan Hadits, tidak boleh

diterapkan secara paksa oleh negara, demi keutuhan nilai otoritas maupun

kesuciannya.*’

> Ibid.

37 Lihat, Abdullahi Ahmed An-Na’im, Is/am dan Negara Sekular; Menegosiasikan Masa
Depan Syariah, Edisi Indonesia, (Bandung: Mizan, 2007).

> Ibid, hlm. 57.

% Ibid, hlm. 59.
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Karena arena “publik”, (publicus) merupakan keselarasan dengan
kehendak rakyat sebagai warga negara,* maka prinsip ini berpeluang bagi
terlaksananya pokok-pokok hukum syariah dalam “public policy secara soft
lagi /egitimate, tanpa menciderai asas-asas demokrasi. Di sinilah peran
strategis ruang publik (public sphere)*' untuk mendialogkan secara sehat dan
bisa menuai buah yang dicita-citakan bersama. Ada tiga dimensi yang
berkelindan dalam perspektif An-Na’im ketika Islam berinteraksi dengan
HAM. Pertama, ada keterkaitan yang masif dari budaya lokal dengan HAM.
Kedua, ada keterkaitan legal yang telah berjalan di wilayah hukum personal
dari komunitas muslim. Ketiga, terdapat implikasi dari gairah implementasi
syariah yang lebih konperehensif pasca bergeloranya antusiasme Islam pada
era kini.*”

Titik tekan yang dimunculkan karena semua manusia baik individu
maupun kelompok memiliki kebutuhan dasar yang disebut "sel/f-
determination yang menurut Berger adalah sebagai hak legitimate penduduk
Muslim",* sebagaimana orang non-muslim memiliki hak yang sama. An-
Na'im juga menyatakan keyakinannya dapat membuktikan bahwa "se/f-

determination” dapat diwujudkan hanya melalui apresiasi yang mendalam

atas interdependensi seluruh masyarakat manusia.

40 Jurgen Habermas, The Structural Tranformation oh the Public Sphere: an Inquiry into a
Category of Burgeois Society,(Massachusetts: MIT Press, 1989), hlm. 30.

“l F. Budi Hardiman (edt.), Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis
sampai Cyberspace,(Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2010), hml. 1.

2 Abdullah AhmedAn-Na’im, Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human
Rights, and International Law, (Syracue, New York: Syracue Univ Press, 1990).

“ Peter L Berger (ed), Desecularization of the World Resurgent Religion and World
Politics, terj. Hasibul Khoir, Arruz, Jogyakarta: 2003), him. 177.
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Sejalan dengan Berger, ia menyatakan bahwa pernyataan the end of
history yang hanya melebihkan sistem ideologi dan ekonomi tunggal, atau
apapun bentuk lainnya, barangkali akan memunculkan pernyataan-pernyataan
tandingan yang antagonis (antagonistic  counter-assertion) yang
berkelanjutan".** Maraknya gerakan Islamis di mana-mana, di dunia non
muslim, gerakan perpolitikan berbasis agama khususnya Amerika dan
Eropah, juga tampak cukup signfikans untuk dibahas dalam kerangka teori
penelitian ini sebagai faktor ekstrinsik.

Ketujuh poin statemen An-Na’im tersebut akan penulis elaborasikan
dalam perpolitikan kontemporer dengan melibatkan aras sosiologi, ekonomi,
etika dan psikososial sebagai ilmu yang berkaitan dengan studi konsep
negara.”” Bagaimanapun perlu disebutkan bahwa secara logika setiap konsep
negara dalam tradisi Islam apapun pasti harus memiliki karakteristik
tersendiri. Karakteristik tersebut untuk memenuhi hajat kesejahteraan
penduduk dunia sesuai dengan misi suci (rahmatan Ii al-‘alamin) yang
didiklair oleh Al-Qur'an sendiri.*® Oleh karena itu dalam penelitian ini
konsep negara dielaborasi dengan perpektif C.F. Strong tersebut akan
dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan,’” keamanan dan ketahanannya.*®
Kemudian pada akhir pembahasan akan mengaitkan Indonesia sebagai contoh

kasus relasi public reason dengan legislasi syariah.

“ Ibid.

* C.F. Strong, Modern Political Constitution..., hlm. 3.
% QS. Al-Anbiya’ [21]: 107.

*7QS. Quraisy [104]: 3.

* QS. Quraisy[104]: 3.
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BAGAN 2

RELASI SYARIAH DAN NEGARA
A. Negara Islam B. Negara Islam(i)

a. Syariat a. Syariat

b. Politik
b. Negara c. Rakyat (Wakil ;:,k'ym) c. Negara

Kerangka teori Esposito dan An-Na’im juga akan dikonsultasikan
dengan beberapa teori penjelas (explanatory conseps) seperti: apakah konsep
negara dalam Islam termasuk kategori syariat yang boleh ditambah dan
dikurangi dari negara genuine dalam taksonomi Thaha Jabir Al-Ulwani,"
bagaimana hasrat tiap orang atau kelompok untuk menentukan nasib sendiri
(self determination dari Peter L. Berger),”’ bagaimana perjumpaan konsep

negara dalam tradisi Islam dengan berbagai konsep negara di luarnya

* Thaha Jabir Al-‘Alwani, La lkraha fi al-Din; Islam Tak Pernah Memaksa terj. Yodi
Indrayadi, (Jakarta Timur: Suara Agung, 2010), hlm. 69. Empat kategori syariat Islam: 1) La
tuzadu wa la tunqasu (dilarang menambah dan mengurangi) seperti bilangan rakaat salat, siyam
satu bulan Ramadan. 2) tuzadi wa la tungasu (boleh menambah dan tidak boleh mengurangi)
seperti kambing sebagai ukuran minimal binatang korban, tetapi boleh ditambah menjadi sapi,
ukuran minimal zakat fitrah yang 2,5 kg bisa ditambah seberapapun. 3) tungasu wa la tuzadu
(boleh mengurangi dan dilarang menambah) seperti bilangan isteri yang boleh dinikah. 4) tuzadu
wa tunqasu (boleh menambah dan mengurangi) seperti frekwensi dan nominal sedekah, doa, zikir
yang memenuhi kritera uzkurullaha zikran kasiran. Bahkan doa sebagai salah satu ibadah boleh
mengarang sendiri seperti “Ya Allah semoga aku dipilih sebagai penguasa’.

>0 Peter L. Berger, Desecularization of the World..., him. 177.
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(dialektika Hegel),”' bagaimana psikologi kaum muslimin sebagai inlander
terhadap budaya barat (teori /aw of descent dari Gabriel Tarde).”* Sedangkan
mengenai hajat keseimbangan konsep negara dalam hal hak dan kewajiban
sesama warganewgara, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat, konsep
keseimbangan antar lembaga negara, menggunakan teori keseimbangan
kosmos-kosmis dari Yudian Wahyudi. Hukum ketiga dari teorinya yaitu
hukum insaniyah (kosmis) yang bertumpu pada kerelaan (mutual
agreement).”
Untuk melengkapi keperluan kerangka teori di atas, akan penulis
paparkan dua istilah kunci yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
1. Konsep negara
Terma negara, adalah istilah baru dari Barat yang dalam bahasa
Inggris disebut state, (statis, mapan) polity, dan dalam bahasa Arab
disebut  hukumah, syaklun au nizamu  al-hukmi, daulah”™ -

negara/masyarakat yang memiliki tatanegara. Jadi konsep negara dalam

°! Marzieh Soltanolkottabi Department of Industrial & Systems Engineering, Isfahan
University of Technology, Isfahan, Iran, 84156-83111. Tel: +983113912550, Fax:
+983113915516 h.akbarzadekhorshidiin.iut.ac.ir, m.soltanolkottabiin.iut.ac.i; Stace, W.T., The
philosophy of Hegel: A systematic exposition, New York:Dover Publication, 1955); These three
components are named as thesis, antithesis and synthesis that being is the thesis, non-being is the
antithesis and becoming is the synthesis. The synthesis that is produced from this way could be
considered as a new judgment (thesis). Therefore, the opposite of the new thesis is generated
(antithesis). This contradiction reaches a higher unity (synthesis). This process can be continued
for removing contradiction. The Dialectic method is this trend that demonstrated.

> Lihat; Gabriel Tarde, Law of Imitation (1890) dan atau The Wretched of the Erth
(1961).

>3 Yudian Wahyudi, Is/lam dan Nasionalisme, (Yogyakarta: UIN Suka, 2006), hlm. 7-9;
Magqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik dari Harvard ke Sunan Kalijjaga, (Yogyakarta:
Pesantren Nawesea Press, 2007), Cet. III, hal. 25-26; Lihat juga Maqashid Syari’ah dalam
Pergumulan Politik: Berfilsatat Politik dari Harvard je Sunan Kaljjaga, (Yogyakarta: Nawesea,
2007), hlm. 26-27.

** Munir al-Ba’labaki, A/-Maurid: Qamus Inklizi-‘Arabi, (Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-
Malayin, 1995) him. 704.
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bahasa Arab yaitu dau/ah, mengandung arti yang selalu berubah, bergulir
dan bergilir.”Secara umum, negara adalah bungkus besar dari sebuah
pemerintahan (administrator negara) dan governance (seni tatakelola
kekuasaan).’® Konsep negara adalah bagian dari politik. Sementara dalam
masyarakat Arab (baca: Islam pada umumnya) politik dibungkus teologi
(agama) sebagaimana ungkapan Al-Jabiri, bahwa bawah sadar politik
masyarakat Arab tidak selamanya dibentuk oleh agama sebagaimana
Eropa, tapi justru sebaliknya: sektarianisme agama yang menjadi topeng
dan menyembunyikan bawah sadar politik.”’

Permisalan negara adalah sebagai bahtera (tanah tempat
berpijak), sedangkan pemerintah merupakan nakodanya dan rakyat

sebagai semua penumpangnya (rakyat) menuju pelabuhan sejahtera

(visi).”® Syarat minimal sebuah negara menurut Huala Adolf adalah: a

permanent population, a defined territory, a covernment, dan a capacity

to enter into relations with other states.” Kalau dirangkum, negara

adalah masyarakat yang memiliki tatanegara yang selalu dibela dari
kebergulirannya kepada pihak lain yang dijalankan oleh pemerintahan

yang bertujuan membawa kesejahteraan rakyatnya.

> A.R. Zainuddin, Pemikiran Politik Islam..., hlm.151.

% M. Faishal Aminuddin, “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia; Sebuah
Pencarian Teoritik,” Jurnal llmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta Vol. 11 no 1 Juli
2007, hlm. 13

°7 Yusdani, Nalar Politik Kenegaraan dalam Islam..., hlm. 149,

> Ni’matul Huda, Zimu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 53.

*® Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo,
19960, hlm. 2.
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2. Tradisi Islam

Tradisi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wirasah
Islamiyyah yang merupakan tafsiran dari Al-Qur'an, Sunnah dan praktek-
praktek kenegaaraan. Jadi ucapan sahabat Nabi bukan merupakan bagian
dari Kitab Suci, tetapi bagian dari tradisi yang boleh diterima lantaran
sesuai dengan Kitab Suci, atau ditolak lantaran berbeda dengan Kitab
Suci sebagaimana diuraikan terdahulu.® Demikian juga seluruh karya
tafsir, filsafat, figh siyasah dan pemikiran politik Islam baik yang klasik
maupun kontemporer, semua adalah bagian dari tradisi atau turas. Untuk
mengkaji turas, diperlukan kemitraan dengan rasionalitas barat sebagai
dallatul mu’min. Dengan landasan itu, meski sebuah kearifan datang dari
warisan “the other’ yang berbeda (non-muslim), asal selaras dengan nilai-

nilai universal Islam, maka seharusnya tetap dijadikan referensi.®!

G. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan pemikiran politik Islam yang bersifat
kualitatif dengan menjadikan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Madinah Charter
sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder lebih banyak berupa
tafsir, teori tentang negara secara umum, negara kekhilafahan dan kesultanan
yang oleh sementara ahli disebut Negara Islam (Dar al-Islam), dan

pengamatan yang telah penulis kaji terhadap peristiwa-peristiwa politik

% Hassan Hanafi, Hermeneutika Al-Qur'an?, terj. Yudian Wahyudi & Hamdiah Latif,
(Yogyakarta: Nawesea Press, 2009), him. 51.
o' Ibid.
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kontemporer dunia Islam yang berkaitan dengan konsep negara dalam tradisi
Islam.

Tradisi yang digunakan oleh penulis adalah sumber-sumber tulisan
dari tindakan dan ucapan sahabat, mujtahidin, pakar-pakar politik Islam yang
merujuk pada Al-Qur'an dan Sunah. Ucapan sahabat ditolak ketika secara
substantif tidak sejalan dengan Al-Qur'an, karena ia merupakan tafsiran
pribadi yang didasarkan pada interpretasi dan mungkin telah dikoreksi oleh
Nabi bila terdapat kekeliruan.

Kemudian sumber-sumber ini dikaji secara integratif dan
dipresentasikan secara komprehensif. Langkah pendahuluan dengan
mengidentifikasi dan merujukkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang
menjadi rujukan fikrah dan harakah politik Islam.

2. Pendekatan dan Analisis

Analisis utama dalam penelitian ini menggunakan analisis historis
komparatif dimulai dengan menelusuri sejarah, sosiologi dan psikologi
kepolitikan Khulafa’ Rasyidin sebagai sandaran tradisi, dan dalam sunah
yang didekati dengan kaidah-kaidah kebahasaan, figh, ushul, magqasid,
maupun fakta-fakta perpolitikan negara. Hanya saja karakter penelitian
historis selalu ada kelemahan seperti kata Edward W. Said, bahwa
interpretasi sejarah, sangat bergantung pada siapakah penafsirnya, siapakah
yang dituju, apa tujuannya, dan pada momen historis apa. Jadi, semuanya

bersifat situasional dan selalu terjadi dalam situasi afiliatif terhadap
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interpretasi itu sendiri.”®* Dalam hal ini penulis telah berusaha menghindari
sekuat tenaga dengan mendahulukan obyektifitas melalui narasi yang
berimbang.

Sebelum analisis dilakukan, penulis mereduksi (data reduction)
dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya.”’ Langkah kedua, penyajian dalam
bentuk paparan (data display) yang bisa berupa uraian singkat, bagan,
hubungan antara kategori, dan yang paling sering dilakukan adalah dengan
teks bersifat naratif.®* Langkah ketiga akan disimpulkan setelah melalui

komparasi data.

. Sistematika

Penelitian ini secara substantif memfokuskan pada konsepsi negara
dalam tradisi Islam yang formatnya diklasifikasikan ke dalam lima bab,
dengan rincian sebagai berikut:

Bab T merupakan paparan pendahuluan yang menengarai masih
adanya umat Islam di dunia Islam dan khusunya Indonesia yang belum

menyadari atas kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam sehingga

2 Edward W, Said, Covering Islam: How the Media and the Expert Determine How We

See the Rest of the World, terj. A. Asmuni dan Supriyanto Abdullah, (Yogyakarta: Ikon
Teralitera, 2002), hlm. 213; Lihat juga. Edward W. Said, “Reflection on Recent American ‘Left’
Literary Criticism”, Boundary 28, no 1, 1979, hal. 26-29; Bahkan Anthon F. Susanto
menyatakan: Tidak mungkin kita dapat melepaskan diri dari belenggu ideologi, pandangan atau

keyakinan tertentu, tidak saya, anda atau siapapun mereka. (Anton F. Susanto, peoronstruksi
Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan, Y ogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. vii).

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2010), hlm. 247.

% Ibid hlm. 249.
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berpendapat bahwa satu-satunya konsep negara yang sahih adalah negara
Islam versi tertentu. Selain itu semua negara kaum muslimin versi yang
berbeda dipandang sebagai negara sesat atau bahkan kafir.

Bab II menelusuri pra konsep negara pada era jahiliyah sebagai
pembanding dengan negara Madinah yang diteladankan Nabi sebagai sunnah
fi’liyyah. Di samping itu juga mengekspolarsi bagaimana Nabi memposisikan
Al-Qur’an ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah serta Sunnah secara umum
dalam perjalanan negara Genuine. Kemudian memaparkannya untuk
dijadikan rujukan pembanding terhadap konsep negara dalam tradisi Islam
yang sandaran tradisinya dimulai era khulafa’ rasyidin dengan berbagai
versinya.

Bab III mendiskusikan dialektika negara genuine dengan Piagam
Madinah sebagai landasan kontraktualnya, pasca fathu Makkah dan
karakteristik serta pelajaran yang dapat diambil dari negara Khulafa’
Rasyidin sebagai basis konsep baik oleh elite maupun public reason, yang
dilanjutkan dengan era Khulafa’ Rasyidin sebagai awal tradisi konsep negara
dalam tradisi Islam.

Kemudian dipaparkan analisis konsep negara pasca Khulafa’ Rasyidin
yang masih bersifat individual (elite reason) dengan persamaan dan
perbedaannya. Selanjutnya fase public reason dan implementasi konsep
negara dalam bentuk konstitusi. Dalam bab ini juga diungkapkan tentang

variasi platform, ideologi partai dan negara dengan faktor determinan sebagai
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landasan mencari relevansi konsep negara untuk pembahasan pada bab
berikutnya.

Bab IV membahas konsep negara seperti apakah yang lebih kuat
relevansinya dengan perpolitikan dunia kontemporer dengan melihat
dialektika konsep negara era kontemporer yang membelah diri minimal dalam
tiga aliran konservatif, reformatif dan moderat. Untuk menunjukkan
indikator relevansi yang lebih kuat akan dipaparkan serba singkat dengan
perpolitikan Indonesia sebagai contoh kasus relasi public reason dengan
legislasi syariah.

Bab V berupa konklusi dan rekomendasi atas masalah-masalah yang
merupakan implikasi dari kesimpulan yang belum diketahui atau memerlukan

ferifikasi maupun falsifikasi serta tindak lanjut.



BABYV

PENUTUP

A. Konklusi

Dari semua paparan di atas, tibalah saatnya penulis menyimpulkan
dengan menjawab tiga pertanyaan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, kemajemukan konsep negara dalam tradisi Islam merupakan
fakta yang tidak dapat dipungkiri baik karena faktor internal yang berupa Nas
(teks Al-Qur’an, Sunnah dan perangkat-perangkat pemahamannya),
Syahsiyyah (kepribadian, adanya perbedaan dalam hasrat memimpin dan
atau dipimpin) dan Naz’ah (kecenderungan tekstual dan atau kontekstual),
maupun faktor eksternal baik berupa Bi’ah (lingkungan fisik, psikis dan
saintek), /Isti’mariyyah (penjajahan dengan impaknya yang ganda antara Law
of Descent yang menimbulkan peniruan dan atau kebencian yang
menimbulkan hasrat menentang dan melawan) maupun [Igtisadiyyah
(ekonomi yang telah berakar pengaruhnya sejak zaman klasik Islam). Dalam
hal ini implikasinya bersifat ganda, sehingga timbul mainstream konsep
negara yang berbeda bahkan antagonistik.

Kedua, karakteristik konsep negara neo-genuine yang relevan dalam
Islam era kontemporer antara lain negara berbentuk republik konstitusional
yang berorientasi norma religius, konstitusinal, memenuhi hasrat self

determinasi, inklusif, akomodatif, fleksibel dan partisipatif atau di

293
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sederhanakan menjadi negara demokrasi religius atau negara Islam(i) dalam
perspektif An-Na’im.

Ketiga, terjadi pergeseran titik relevansi dari konsep negara kerajaan
bermantel khalifah menuju demokrasi religius (negara Islami dalam
perspektif Abdullah Ahmed An-Na’im yang mampu menyerap syariat ke
dalam bentuk legislasi yang dapat diterima oleh muslim dan non muslim

seperti kasus Indonesia) dengan perpolitikan kontemporer.

. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini: bahwa konsep negara kekhalifahan
mondial ataupun daulah Islamiyah ‘ammah atau yang senada baik, Syiah
yang mengekspor revolusi, Ahmadiyah dengan kekhalifahan mondial minus
kekuasaan politis, Wahabi yang mengekspor ideologi negara Islam ala
kerajaan, Ikhwan al-Muslimin yang berbaur dengan nasionalisme tetapi
menyasar pemerintahan mondial, Hizb at-Tahrir yang mengkufurkan
demokrasi, dan ISIS yang brutal mondial menjadi semakin utopis pada era ini
dibanding utopinya negara demokrasi sempurna yang bisa memuaskan semua
orang.

Konsep negara sekular satu-satunya di Turki sejak satu abad lalu
belum dapat beranjak dari negara berkembang dan masuk Uni Eropa,
sedangkan daulah Islamiyyah ‘ammah sendiri saling mengkafirkan plus tidak
memiliki negara spesifik kecuali ISIS yang lagi bangkrut dan Syiah Iran yang

gagal mengekspor revolusi.
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Dengan semakin kuatnya relevansi Negara Islam(i) pada negara
mayoritas muslim seperti halnya Indonesia, maka semakin besar pula
peluang untuk melaksanakan syariat Islam melalui jalur demokrasi
dengan berbagai produks legislasi syariah sembari memperkuat eksistensi
dan daya jangkau Organisasi kerjasama Negara-negara Islam yang
dipercayai sebagai bentuk realisasi hasrat Pan Islamisme yang lebih

elegan.

C. Rekomendasi

Pertama, perlu diteliti untuk menelisik sikap Muslim sendiri terhadap
konsep negara Islam(i) dalam kemampuannya memprodaks legislasi syariah
dan seberapa jauh mereka dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-
hari.

Kedua, perlu diteliti seberapa jauh sikap penerimaan saudara-saudara
non muslim terhadap negara Islam(i) yang dapat memprodaks legislasi
syariah seperti kasus Indonesia karena ada fenomena bahwa mereka ikut
menikmatinya seperti Bank Syari’ah, Syukuk, Takaful dan sebagainya
dengan data yang lebih ditail dan representatif.

Ketiga, negara perlu mengawasi dan meneliti produks legislasi syariah

yang bernuansa SARA atau praduks legislasi dan lembaga yang belum dapat
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berjalan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan bangsa dan negara

serta kemanusiaan, rahmatan Ii al-’alamin.
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